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ABSTRACT 
 

THE ROLE OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) IN INCREASING 
REGIONAL ORIGINAL REVENUE 

 
A Case Study in Sleman Regency Government 

Years 2005 – 2009 
 

Frederika Eka 
NIM : 06 2116 035 

Sanata Dharma University 
Yogyakarta 

2011 
 

The purposes of this study were to determine (1) How big was the revenue 
contribution of land and building tax (PBB) as one of the regional income in the 
fiscal years 2005 – 2009, (2) How big was the level of effectiveness and 
efficiency of PBB in Sleman regency for fiscal years 2005 – 2009, (3) What 
efforts were done in increasing PBB revenue. 

The type research was case study. The data were obtained by conducting 
interviews and documentation. The data analysis techniques used were the 
contribution. The data analysis techniques used were the contribution analysis of 
effectiveness and efficiency analysis. 

The result indicated that (1) The contributions of land building tax in 
increasing regional revenue of Sleman Regency in 2005 was 4.08%; in 2006 was 
3.71%; in 2007 was 3.89%; in 2008 was 4.78%, and in 2009 was 4.64% (2) The 
level of efficiency in 2005 was 4.81%; in 2006 was 3.74%; in 2007 was 4.07%; in 
2008 was 5.75%, and in 2009 was 7.38%. (3) The level of effectiveness in 2005 
was 145.56%; in 2006 was 192.99% in 2007 was 142.26%; in 2008 was 126.97% 
in 2009, was 98.55%.         
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 

di dunia yang saat ini giat melaksanakan pembangunan  nasional dalam rangka 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam 

menyelenggarakan pembangunan nasional setiap warga negara harus dapat 

meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia 

baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia semaksimal mungkin. 

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya tersebut membutuhkan 

serangkaian investasi  yang tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup 

besar sebagai sumber pembiayaan. Pajak merupakan salah satu sumber 

pembiayaan nasional sebagai tumpuan pembangunan nasional. Hal ini selaras 

dengan ketentuan pembangunan dalam GBHN yang menekankan 

pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

Maka berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi 

pemerintah.  

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan perundang-

undangan mengenai otonomi daerah yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ditetapkan Undang-Undang tentang 

otonomi daerah ini dimaksud agar pemerintah dapat menggali sendiri sumber-
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sumber daya yang tersedia sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan 

dalam pembangunan daerah. Hal ini ditunjukan agar pemerintah pusat dapat 

memberikan wewenang yang nyata, luas dan bertanggung jawab secara 

proposional terhadap daerah yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian 

dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah 

membutuhkan dana sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintah karena 

pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif 

dan efisien tanpa ada biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan 

melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam 

pelaksanaan desentralisasi daerah salah satunya adalah pajak. Ada beberapa 

jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa 

diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat 

potensial dan strategis sebagai penghasilan negara dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Strategisnya Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh 

bumi dan bangunan yang berada di dalam wialayah NKRI. Oleh karena itu 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan PBB dalam 

meningkatkan pendapatan daerah. 

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan 

daerah di Kabupaten Sleman. Sekarang ini Kabupaten Sleman terus menerus 

melakukan pembangunan di segala bidang agar dapat terus maju dan sejajar  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 3

dengan kota-kota besar lainnya sehingga tidak mengherankan apabila gerakan 

pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup besar dalam 

pemenuhannya dan salah satu sumber dana yang didapat adalah berasal dari 

Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan 

memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 

Sleman. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah 

tetapi bukan termasuk sumber pendapatan asli daerah karena PBB di 

kategorikan sebagai pajak pusat dan daerah menerimanya sebagai dana 

perimbangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, diatur 

pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

perimbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Dari 

jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah tersebut diperincikan: 16,2% 

untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk Biaya Pemungutan. 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah 

yang harus selalu ditingkatkan dengan cara meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pemungutan pajak, karena dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan 

peranan PBB berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah di daerah 

tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009 ? 

2. Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi PBB di Kabupaten Sleman 

untuk tahun anggaran 2005-2009? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan 

PBB ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi PBB di 

Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2005-2009. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam 

meningkatkan penerimaan PBB. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak 

yang ingin meninjau lagi masalah-masalah yang relevan dengan topik ini. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penerapan teori dan sebagai bekal  

pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih 

lanjut. 
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3. Bagi Kabupaten 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk 

dapat mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan 

daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dan 

mengembangkan pendapatan daerahnya khususnya di sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

      Bab I          Pendahuluan 

  Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

  Bab ini membahas tentang uraian landasan teori yang mendasari 

tentang pajak, pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah. 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subyek penelitian, data yang dicari, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV Gambaran Umum Organisasi 

  Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi wilayah Kabupaten 

Sleman, keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan 

sosial kultur serta pemerintahan. 
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Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

  Bab ini akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan serta pembahasannya. 

Bab VI Penutup 

  Bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang 

berguna bagi tempat penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pajak 

1. Definisi dan Unsur Pajak rakyat 

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang 

dikemukakan oleh para ahli berkenaan dengan hal ini yaitu (Zain, 2007: 

10-11) : 

Adriani mendefinisikan pajak sebagai berikut:  

”Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.” 

 
Rocmat Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai berikut : 

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 
negara untuk menyelanggarakan pemerintahan.” 

 
Definisi tersebut kemudian dikoreksinya dan berbunyi  sebagai berikut:   

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara 
untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 
invesment. 

 
Unsur-unsur pajak antara lain: 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara 
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Yang berhak memungut pajak ialah Negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang) 

b. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi mayarakat luas.  

 
2. Fungsi Pajak 

Adapun fungsi pajak yaitu ( Waluyo, 2006: 6), yaitu:  

a. Fungsi penerimaan (Budgeteir) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 

pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. 

 
3. Syarat pemungutan pajak  

Agar pemungutan pajak tidak mengalami hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut: 
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a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Pemungutan sesuai dengan ketentuan hukum yakni mencapai keadilan 

undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum, 

adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan 

Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemugutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 
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4. Pengelompokan pajak 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib    

pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

2)  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak. 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: PBB, PPnBM, Bea cukai, PPh 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai  rumah tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri dari : 

a) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan 

Pajak Hiburan. 
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5. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

1) Stelsel Nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. 

Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru  dapat dikenakan pada 

akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap 

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah 

ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar setahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan  pada 

keaadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 
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suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, 

maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali. 

 
6. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atau seluruh  penghasilan wajib 

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib 

pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.  

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 
7. Sistem pemungutan Pajak 

a. Official assesment system 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 
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b. Self assesment system 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

 

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1. Pengertian PBB 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertama kali diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan 

UndangUndang nomor 12 tahun 1994.  

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi 

adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut 

wilayah Indonesia. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah 

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 

atau perairan.  

Yang temasuk dalam pengertian bangunan adalah:    

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks  bangunan 

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan yang lain-lain yang 

merupakan satu kesatuan kompleks tersebut. 

b. Jalan tol 

c. Kolam renang 

d. Pagar mewah 
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e. Tempat olah raga 

f. Galangan kapal 

g. Dermaga 

h. Taman mewah 

i. Tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas, pipa minyak. 

j. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 

 
2. Objek PBB 

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, termasuk juga unit 

tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam 

peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi (WP OP) melalui Pendekatan Objek Pajak Bumi dan 

Bangunan.  

3. Objek yang tidak digunakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek  yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek  

pajak yang: 

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional  yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu. 

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasal oleh desa dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak.  
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d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal  balik. 

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

4. Subjek PBB 

a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas 

bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. 

b. Subjek sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 

c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

dirjen pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan 

kewenangan kepada Dirjen pajak dalam menentukan subjek wajib 

pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. 

d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c 

dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jendral 

pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. 

e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam huruf d diatas 

disetujui, maka direktur Jendral pajak membatalkan penetapan sebagai 

wajib pajak sebagaimana dalam huruf c dalam jangka waktu satu bulan 

sejak diterimannya surat keterangan yang dimaksud. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 16

f. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jendral 

Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-

alasannya. 

g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimannya 

keterangan sebagaimana dalam huruf d, Direktur Jendral Pajak tidak 

memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap 

disetujui. 

 
5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan  

a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 

b. Adanya kepastian hukum. 

c. Mudah dimengerti dan adil. 

d. Menghindari pajak berganda. 

 
6. Dasar pengenaan PBB 

Dasar pengenaan PBB adalah ”Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang 

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 

atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti (Mardiasmo, 2008: 316). 

NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan 

pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di 

atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.   
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NJOP  ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan menteri 

keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur serta 

memperhatikan : 

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 

secara wajar. 

b. Perbandingan harga dengan objek lain  yang sejenis, adalah suatu 

pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 

cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang 

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga 

jualnya. 

c. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai 

jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian 

dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi 

fisik objek tersebut. 

d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti adalah suatu 

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang 

berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut 

   Besarnya NJOP  ditentukan berdasarkan klasifikasi:  

1) Objek pajak sektor Pedesaan dan Perkotaan 

2) Objek pajak sektor Perkebunan 
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3) Objek pajak sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak 

Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah 

Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 

4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 

Industri 

5)  Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi  

7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan 

Energi Panas dan Galian C 

8) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C 

9) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan 

berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama 

10) Objek Pajak usaha bidang perikanan laut 

11) Objek Pajak usaha bidang perikanan 

12) Objek pajak bersifat khusus 

 
7. Dasar Perhitungan PBB 

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak  (NJKP).  

Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar 

penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual 

sebenarnya. 

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut : 

a. Objek pajak perkebunan adalah 40% 

b. Objek pajak kehutanan adalah 40% 
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c. Objek pajak pertambangan adalah 40% 

d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) : 

1) Apabila NJOP-nya > 1.000.000.000,00 adalah 40% 

2) Apabila NJOP-nya < 1.000.000.000,00 adalah 20% 

 
8. Tarif Pajak 

Menurut UU No.12 Tahun 1985 yang telah direvisi UU No.12 Tahun 1994 

tentang PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. 

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

dengan NJKP atau dengan rumusan:  

PBB   =  Tarif Pajak x NJKP 

=  0,5% X { Presentase NJKP X (NJOP – NJOPTKP) } 

1) Jika NJKP = 40%  (untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, 

pertambangan, pedesaan dan perkotaan yang NJOP ≥ Rp.1 Milyar) 

sebagai contoh: 

Wajib pajak A memiliki sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-

nya Rp 2.000.000.000,00 

Besarnya pajak terutang adalah: 

PBB = 0,5% x { 40% x (Rp. 2.000.000.000,00 - 8.000.000,00)} 

  = Rp. 3.984.000,00 

2) Jika NJKP = 20% (untuk wajib pajak pedesaan dan perkotaan yang 

NJOP < Rp.1 Milyar)  
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Sebagai contoh: 

Wajib pajak B memiliki sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-

nya Rp 15.000.000,00 

Besarnya pajak terutang adalah: 

PBB =  0,5% x { 20% x ( Rp 15.000.000,00 – 8.000.000,00)} 

  = Rp 7.000,00  

9. Pendaftaran, pembayaran dan penagihan PBB 

Subyek wajib pajak mendaftarkan objek pajak dengan mengisi 

surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan 

wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan 

undang-undang dan menyerahkan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah diterimanya SPOP dari subjek pajak. 

Atas dasar SPOP tersebut direktur jendral pajak menerbitkan surat 

pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Apabila SPOP tidak dikembalikan 

tepat waktu maka dirjen pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak 

(SKP), dimana jumlah pajak terutang adalah pokok pajak ditambah denda 

administrasi 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak yang terutang 

berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT dari wajib pajak. 

 
C. Pendapatan Daerah 

1. Pengertian pendapatan daerah 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang diperbaharui 

dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008: 
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Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

2. Sumber pendapatan daerah 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah sumber Pendapatan Daerah berasal dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah menurut (Widjaja, 2001: 42) :  

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah 
daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja 
daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna 
memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari 
pemerintah tingkat atas. 

 

1) Hasil Pajak Daerah 

Undang Undang No 18 Tahun 1997 sebagai mana telah di ubah 

dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 menjadi landasan 

hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak 

daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan pembayaran iuran oleh 

orang atau pribadi atau badan kepala pemerintah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 

Pajak Daerah terdiri dari : 
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a) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat I 

Terbagi atas : 

(1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 

(2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan 

kendaraan diatas air. 

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

(4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air 

permukaan. 

b) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat II 

Terbagi atas : 

(1) Pajak hotel dan restoran 

(2) Pajak penerangan jalan 

(3) Pajak reklame 

(4) Pajak hiburan 

(5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian dan 

golongan C. 

2) Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada 

pemerintah daerah dimana kita bisa melihat langsung adanya 

hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya 

pembayaran retribusi tersebut. Jenis pelayanan yang dapat 

dikenakan pungutan retribusi digolongkan dalam tiga jenis 

pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. 
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3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Perusahaan milik daerah merupakan penerimaan yang berasal dari 

hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

daerah. 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil 

penjualan aset daerah dan jasa giro. 

b. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan salah satu penerimaan daerah yang 

bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kedaerah untuk 

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah. 

Dana perimbangan terdiri dari : 

1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

Penerimaan Negara ini dibagi dengan imbangan 10% untuk 

pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah  daerah. Pembagian 

secara terinci lebih lanjut sebagai berikut:  

a) 10% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat. 

b) 90% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah. 
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c) Dari bagian penerimaan sebesar 90% setelah dikurangi biaya 

pungut sebesar 9% dibagi untuk pemda propinsi sebesar 16,2% 

dan pemerintah kota/kabupaten sebesar 64,8%. 

2) Bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi 

dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk 

pemerintah daerah. 

3) Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), sektor 

kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan 

dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% 

untuk pemerintah daerah. 

4) Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

5) Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesui dengan Prioritas Nasional. 
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c. Pinjaman Daerah  

Pinjaman daerah berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman 

dari dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, lembaga Keuangan 

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, masyarakat dan sumber 

lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman 

bilateral ataupun pinjaman multilateral. 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau 

penerimaan dari Provinsi atau Daerah Kabupaten/kota lainnya, dan 

penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

D. Analisis Kontribusi 

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pendapatan daerah. 

Analisis Kontribusi ini dihitung dengan cara membandingkan antara 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi pendapatan daerah.  

Untuk menghitung kontribusi digunakan rumus: 

                      Realisasi penerimaan PBB 
Kontribusi penerimaan PBB = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100 % 
                             Pendapatan Daerah 

 
E. Efektivitas dan Efisiensi 

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator dari produktivitas yang 

digunakan untuk menilai suatu prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab 

tertentu. 
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1. Efektivitas 

Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. Rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah 

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai 

potensi riil daerah (Halim,2004; 285) 

                        Realisasi penerimaan PBB 
Rasio efektivitas PBB = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 

           Target penerimaan PBB 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen dan 

semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah 

semakin baik. 

2. Efisiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima.  

Biaya pemungutan PBB 
 Rasio efisiensi PBB = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100% 

 Realisasi penerimaan PBB  

 
Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 

dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja 

pemerintah daerah semakin baik.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana 

penelitian dilakukan terhadap suatu objek tertentu. Adapun hasil yang 

diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam 

waktu tertentu. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi 

D.I Yogyakarta dengan menitikberatkan pada Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan November 2010 sampai 

dengan Januari 2011. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Subjek yang akan diteliti pada  sub Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta. 
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2. Objek penelitian 

Objek yang akan diteliti ialah data penerimaan daerah Pemerintah 

Kabupaten Sleman yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan 

pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009. 

 

D. Data yang dibutuhkan 

1. Gambaran umum pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Data penerimaan PBB tahun anggaran 2005-2009. 

3. Data perkembangan target dan realisasi tahun anggaran 2005-2009. 

4. Biaya pemungutan PBB tahun 2005-2009. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sleman tahun 

2005-2009. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang 

dilakukan secara langsung pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Bagian 

Keuangan yang mengurusi masalah perpajakan dan anggaran Pemerintah 

daerah. 
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2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi-informasi berdasarkan sumber data sekunder. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Untuk menjawab seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagai salah satu pendapatan daerah, dilakukan dengan menghitung 

besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan 

daerah pertahun anggaran ditentukan dengan teknik analisa kuantitatif. 

Dengan rumus :  

 
                      Realisasi penerimaan PBB 

Kontribusi penerimaan PBB = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 % 
                                Pendapatan Daerah 

 
Bila hasil rumusan diatas menunjukan prosentase semakin naik maka 

semakin besar pula kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

pendapatan daerah setiap tahun, sebaliknya jika hasil perhitungan ini 

prosentasenya turun berarti semakin kecil pula kontribusi Pajak Bumi dan 

Bangunan terhadap pendapatan daerah. 

 
2.  Untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak 

Bumi dan bangunan menggunakan teknik analisis yaitu dengan rumus:  

 
  Biaya pemungutan PBB 

Efisiensi pajak bumi dan bangunan : ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100% 
 Realisasi penerimaan PBB  
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Efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari pajak bumi dan bangunan 

yang digunakan untuk menutupi biaya memungut pajak bumi dan 

bangunan. Tingkat efisiensi PBB dapat dikatakan efisien apabila rasio 

yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. 

 
                   Realisasi penerimaan PBB 

Efektivitas pajak bumi dan bangunan : ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 
         Target penerimaan PBB 

 
Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan dan potensi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. 

Tingkat efektivitas PBB dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 

minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan 

penerimaan PBB penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan 

melakukan wawancara kepada pihak yang berwewenang, dalam hal ini 

pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertugas 

langsung melayani bagian Pajak Bumi dan Bangunan.  
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BAB  IV  

  GAMBARAN UMUM PEMERINTAH  

KABUPATEN SLEMAN 

 
 
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman 

Sejarah berdirinya Kabupaten Sleman memiliki riwayat yang panjang. 

Itu semua ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti temuan benda cagar budaya 

periode prasejarah yang berupa batu lumping, batu dakon dan batu pipisan 

dibeberapa situs, misalkan di Balecatur, Gamping, Godean, Moyudan, 

Sayegan, Cangkringan, Kalasan, Tempel, Turi, Pakem, Berbah dan Ngaglik. 

Dilihat dari tinggalan budaya tersebut dapat diduga bahwa pendukung budaya 

kawasan itu kehidupannya bertani. Keadaan geografisnya dan tersedianya 

bahan untuk keperluan pertanian di wilayah  Sleman pada masa prasejarah 

membuktikan bahwa sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang hidup 

dan tinggal serta tersebar di berbagai tempat. Sedang bentuk atau pola 

pertanian yang mereka kerjakan masih belum dapat diperoleh petunjuk yang 

pasti, namun dari studi banding dengan wilayah lain dapat diperoleh 

gambaran bahwa sistem pertanian yang mereka kerjakan adalah peladangan 

dan sistem persawahan. 

 Pada waktu itu mengenai nama Sleman diperoleh menurut hipotesa 

Purbatjaraka berasal dari penyebutan sebuah hutan Kunjarakenya yaitu desa 

yang berarti “ Daerah hutan gajah” yang dalam bahasa Jawa sekarang adalah 

alasing liman. Kemudian dari alas liman tersebut sekarang berubah menjadi 

Saliman, akhirnya menjadi Sleman. Teori ini kemudian diperkuat dengan 
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ditemukannya Prasasti Saliman IV yang berisi tentang Penetapan Perdikan 

Hutan Saliman (daerah Demangan) pada tahun Saka 802 (880 M) oleh pejabat 

yang bernama Sang Paugat Bolokas. 

Selanjutnya dengan kembalinya Indonesia kepangkuan Republik 

Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949, maka UU no 22/1948 tentang 

Pemerintahan daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 1950. Untuk 

Kabupaten Sleman dikeluarkan Undang-Undang no. 15 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan demikian secara resmi legal Kabupaten Sleman menjadi 

kabupaten yang mempunyai urusan rumah tangga sendiri yang jelas. 

Adapun para Bupati yang menjabat pada periode tahun 1950-2004 

berturut-turut adalah : 

1. KRT Diponingrat (1950-1955) 

2. KRT Prawirodiningrat (1955-1957) 

3. KRT Buchori S. Pranotodingrat (1957-1959) sebagai Kepala Daerah 

Swantara. 

4. KRT Murdaningrat (1959-1964) 

5. KRT Tedjo Hadiningrat (1964 –1974) 

6. KRT H. Prodjosuyoto (1974-1985) 

7. Drs. Samirin (1985-1990) 

8. Drs. H. Arifin Ilyas (1990-2000) 

9. Drs Ibnu Subiyanto, Akt (2000-2004). 

10. Drs. Ibnu Subiyanto, Akt (2004-2010) 

11.  Drs. Sri Purnomo, M.Si ( 2010-2015) 
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B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman 

Dalam rencana pembangunan menengah di Kabupaten Sleman antara 

Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengukuhkan visi dan misi sebagai 

berikut 

Visi 

Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin tahun 

2010 

Penjelasan Visi : 

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah 

dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan 

masyarakatnya. 

 

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi 

tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari 

aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi 

politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, 

organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat 

untuk mewujudkan cita-cita masa depan 

 

Misi : 

1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik 

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus 

menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen 
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masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang 

mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada 

konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan 

supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. 

Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum 

dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan 

masyarakat. Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lain. 

2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat. 

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten 

Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan 

di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil 

dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan 

sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan 

berwawasan lingkungan. 

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun 

sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak 

mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya 

tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu 

pelayanan dasar.  
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C. Lokasi, Geografis, dan Luas Wilayah 

Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dari lima kabupten di 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, letaknya sangat strategis yaitu pada 

persimpangan menuju arah Semarang, Yogyakarta dan Solo. Kabupaten 

Sleman terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat ibukota propinsi. 

Daerah ini  mudah dijangkau karena banyak angkutan umum baik angkutan 

darat  maupun udara. 

Wilayah kabupaten Sleman terbentang 110 º 13’ 00” sampai dengan 

110º 33’ 00” Bujur Timur dan  mulai 7º 47’ 03” Lintang Selatan, dengan 

ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh 

Utara –Selatan 32 km. Timur-Barat 35 km. Luas wilayah Kabupaten Sleman 

574.820,00 ha atau 574.82 km², terditi dari tujuh belas kecamatan, 86 desa, 

dan 1.212 dusun 

 
Tabel IV.1. Luas wilayah kecamatan 

No Kecamatan Banyaknya Luas Wilayah 

( Ha) Desa Dusun 

1 Kecamatan Moyudan 4 65 2.762 

2 Kecamatan Godean 7 57 2.684 

3 Kecamatan Minggir 5 68 2.727 

4 Kecamatan Gamping 5 59 2.925 

5 Kecamatan Seyegan 5 59 2.925 

6 Kecamatan Sleman 5 83 3.132 

7 Kecamatan Ngaglik 6 87 3.852 

8 Kecamatan Mlati 5 74 2.853 
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Tabel IV.1. Luas wilayah kecamatan (Lanjutan) 

9 Kecamatan Tempel 8 98 3.249 

10 Kecamatan Turi 4 54 4.309 

11 Kecamatan Prambanan 6 68 4.135 

12 Kecamatan Kalasan 4 80 3.584 

13 Kecamatan Berbah 4 58 2.299 

14 Kecamatan Ngemplak 5 82 3.571 

15 Kecamatan Pakem 3 61 4.384 

16 Kecamatan Depok 3 58 3.555 

17 Kecamatan Cangkringan 5 73 4.799 

Sumber : BPS 

Secara administrasi Kabupaten Sleman berbatasan dengan kabupaten 

kabupaten lain. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, 

Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, 

Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul 

dan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Kolon Progo, Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. 

 
D. Penduduk 

Penduduk di Kabupaten Sleman sampai dengan bulan Mei tahun 2008 

keseluruhan berjumlah 938.554 jiwa, dengan jumlah Warga Negara Indonosia 

(WNI) sebesar 938.346 jiwa dengan komposisi 464.972 jiwa berkelamin laki-

laki dan 473.365 jiwa berkelamin perampuan. Untuk jumlah Warga Negara 

Asing (WNA) sebesar 207 jiwa dengan komposisi 105 jiwa berkelamin laki-

laki dan 102 jiwa berkelamin perempuan.  
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Tabel IV.2. Jumlah penduduk per kecamatan 

No Kecamatan Jumlah Penduduk 

WNI Jumlah WNA Jumlah 

L P L P 

1 Gamping 37.958 38.131 76.089 4 1 0 

2 Godean 30.928 31.218 62.146 0 0 0 

3 Moyudan 17.224 18.070 35.294 0 0 0 

4 Minggir 17.193 18.300 35.493 0 0 0 

5 Seyegan 22.090 22.829 44.919 0 0 0 

6 Mlati 37.490 37648 75.138 0 0 0 

7 Depok 63.106 58.782 121.888 95 97 192 

8 Berbah 22.242 22.904 45.146 0 0 0 

9 Prambanan 21.852 24.016 45.868 0 0 0 

10 Kalasan 28.840 30.326 59.166 0 0 0 

11 Ngemplak 24.725 25.559 50.284 0 0 0 

12 Ngaglik 38.595 38.650 77.245 0 1 1 

13 Sleman 30.256 31.222 61.478 0 0 0 

14 Tempel 24.927 26.108 50.945 0 0 0 

15 Turi 17.404 17.879 35.282 0 0 0 

16 Pakem 16.365 17.362 33.727 6 3 9 

17 Cangkringan 13.777 14.461 28.238 0 0 0 

 Jumlah 464.972 473.465 938.346 105 102 207 

Sumber :  kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil 

Seperti diketahui jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu 

aset penting dan merupakan juga salah satu potensi dalam peningkatan 

pembangunan. Nampaknya apabila dicermati sungguh-sungguh pertambahan 

penduduk yang relatif cepat dapat mengakibatkan menjadi beban bagi 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



38 
 

pelaksanaan pembangunan itu sendiri, apabila tidak didukung dengan adanya 

kualitas sumber daya manusia yang tinggi atau memadai. Oleh karena itu 

pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan di bidang kependudukan dengan 

cara memprioritaskan mobilitas pengendalian baik kualitas maupun kuantitas, 

sehingga akan lebih menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut. 

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah 

kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini akan sangat 

berpengaruh dengan daya dukung lingkungan yang kurang seimbang. 

Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.479 

orang/km².  

 

E. Pendidikan 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman nampaknya atau boleh 

dikatakan tergolong tinggi, karena akibat adanya migrasi masuk lebih besar 

apabila dibandingkan dengan migrasi yang keluar. Hal ini karena Sleman 

sebagai tujuan pendidikan dari daerah lain. Dalam hal ini fasilitas pendidikan 

mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang 

dimiliki Kabupaten Sleman sangat menarik minat siswa dari luar daerah. Oleh 

karena itu setiap tahun banyak siswa yang datang untuk tujuan belajar ke 

Kabupaten Sleman. 

Pengembangan pendidikan di Kabupaten Sleman diarahkan untuk 

mendukung keberadaan Sleman sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu 
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Pemerintah mempunyai kebijaksanaan dalam pengembangan dan 

pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana 

dan prasarana, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini pemerintah 

Kabupaten Sleman juga memperhatikan pengembangan kesempatan belajar 

bagi masyarakat. 

Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan 

adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarananya, 

pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah. Pada jenjang 

TK pada tahun 2008/2009 memiliki sebanyak 499 unit sekolah yang terdiri 

dari 345 TK negri dan 149 TK swasta dengan jumlah kelas masing-masing 

2.697 kelas untuk TK negri dan 789 kelas untuk TK swasta. 

Pada jenjeng SD di Kabupaten Sleman memiliki gedung sebanyak 498 

unit sekolah yang terdiri dari 382 SD negeri dan 117 SD swasta dengan 

jumlah kelas 2.668 kelas untuk SD negeri dan 896 kelas untuk SD swasta. 

Banyaknya guru SD yang menggajar di Kabupaten Sleman mencapai 4.177 

orang di SD negeri dam 1.461 orang guru di SD swasta. Adapun peserta didik 

yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2008/2009 sebanyak 84.433 

anak yang terbagi menjadi 64.710 anak yang bersekolah di SD negeri dan 

19.723 anak yang bersekolah di SD swasta. 

Pada jenjeng SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 104 sekolah, 

yang terdiri dari 55 SMP negeri dan 49 SMP swasta. Banyaknya guru yang 

mengajar di SMP tercatat 2.777 orang, sebagian besar guru mengajar di SMP 

negeri yaitu sebanyak 1.848 orang, selebihnya mengajar di SMP swasta. 
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Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2008/2009 mencapai 

31.791 orang yang terdiri dari 23.804 orang di SMP negeri dan 8.987 orang di 

SMP swasta. 

Untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu SMU, tersedia sebanyak 51 

sekolah dengan 17 SMA negeri dan 31 SMA swasta, sandat jelas terlihat 

bahwa bahwa peran sekolah swasta di Kabupaten Sleman dalam 

penyelenggaraan SMA lebih besar dibanding peran sekolah negeri. Tetapi jika 

dilihat dari banyaknya kelas terlihat berbalik. SMU swasta hanya memiliki 

167 kelas dan SMU negeri memiliki 224 kelas. Banyaknya guru di SMU 

negeri 747 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 699 orang, dengan 

jumlah murid 7.792 orang untuk SMU negeri dan di SMU swasta sebanyak  

3.884 orang. 

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat 

sebanyak 50 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 42 

sekolah dan 8 sekolah negeri. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih 

besar, yaitu 1.247 orang dibandingkan dengan sebanyak 623 orang guru yang 

mengajar di SMK negeri. Murid yang menggenyam pendidikan di sekolah 

kejuruan ini sebanyak 11.459 orang di SMK swasta dan 6.417 di SMK negeri. 

Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas pendidikan tingkat tinggi baik 

swasta maupun negeri. Ada 35 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman 5 

Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri 

Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan 

Akademi Angkatan Udara Adisucipto. Dan 30 Perguruan Tinggi Swasta 
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diantaranya Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi ’45, 

Universitas Atma Jaya, Universitas Sanata Dharma, UPN Veteran, dan 

beberapa Institut, Sekolah Tinggi,dan Politeknik yang telah berdiri sampai 

tahun 2008. 

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan agar 

pertumbuhan perguruan tinggi di Sleman diarahkan untuk mendukung 

pengembangan daerah pedesaan dan perkotaan secara seimbang, sehingga 

pengembangan gedung-gedung untuk kampus diupayakan tidak dipusatkan 

disatu wilayah namun apabila memungkinkan setiap daerah yang dapat 

dijangkau untuk pengembangan perguruan tinggi akan lebih baik masing-

masing daerah mempunyai kesempatan untuk pengembangan daerahnya. 

 

F. Matapencaharian 

Matapencaharian penduduk di Kabupaten Sleman selalu mengalami 

perubahan, mungkin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi atau 

mungkin disebabkan rendahnya keahlian yang dimiliki oleh setiap individu 

sehingga akan mengalami perubahan matapencaharian. 

Seperti diketahui di Kabupaten Sleman matapencaharian terbanyak 

pada sektor pertanian, hal ini dapat dimaklumi karena sesuai dengan kondisi 

geografisnya yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan tingkat ekonomi 

yang masih bersifat agraris. Oleh karena itu sebagian besar penduduk 

Kabupaten Sleman adalah petani, baik sebagai petani baku dalam arti 

mempunyai tanah sendiri atau sebagai buruh tani yang dapat diperoleh dari 
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menyewa atau diberi tetangga untuk menggarapnya dengan hasil yang dibagi 

secara adil dan tidak merugikan pihak  buruh 

Matapencaharian penduduk dari data pokok pembangunan Sleman 

yang diterbitkan oleh BAPPEDA Sleman tahun 2008 tercatat petani di 

Kabupaten Sleman 190.715 orang, industri/usaha 2.799 orang, pengrajin 

industri kecil 28.581 orang, buruh tani 24.313 orang, buruh industri 19.557 

orang, buruh bangunan 24.256 orang, pertambangan 1.846 orang, perdagangan 

23.650 orang, pengangkutan 6.818 orang, PNS 38.853 orang, ABRI 6.984 

orang, dan pensiunan 12.898 orang 

 

G. Agama dan Kepercayaan 

Jumlah penduduk  Kabupaten Sleman sampai dengan Mei 2008 

seluruhnya 949.774  jiwa, untuk yang beragama Islam 858.026 orang 

(90,34%), beragama Katolik 63.307 orang (6,66%), beragama Kristen dan 

Protestan 26.047 orang (2,74%), Hindu 1.489 orang (0,16%), dan beragama 

Budha 905 orang (0,10%). 

Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman beragama 

Islam, namun sebagai orang Jawa atau masyarakat yang menempati didaerah 

pedesaan kadang-kadang secara penuh tidak dapat meninggalkan kepercayaan 

warisan dari para leluhurnya. Apabila kita cermati bersama sisa-sisa 

kepercayaan para leluhur boleh dikatakan belumlah hilang sama sekali karena 

pada umumnya mereka telah menghayati. 
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Masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Sleman pada 

khususnya masih percaya adanya alam gaib. Dalam ilmu antropologi 

terjadinya perkembangan kepercayaan baik pada makhluk halus maupun 

kepada hal gaib itu karena pengaruh dari keadaan atau lingkungan pada saat 

itu. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, bahwa semua aktivitas manusia 

yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas getaran jiwa yang bisa 

disebut emosi keagamaan. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang 

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.  

 
H. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 

Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman 

pangan dan holtikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.  

Tanaman pangan meliputi padi dan palawija, tanaman palawija 

meliputi tanaman jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta 

kacang hijau, adapaun holtikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman 

hias dan tanaman obat-obatan. Produksi padi sawah di Kabupaten Sleman 

sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 267.607 ton, tanaman palawija 

yang didominasi oleh tanaman jagung mencapai 30.890 ton, diikuti oleh 

produksi ubi kayu dan kacang tanah yang masing-masing 24.450 ton dan 

5.490 ton sampai dengan tahun itu juga. 

Produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Sleman 

pada tahun 2008 adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 

700.561 kuintal dan 83.694 kuintal. Kemudian diikuti oleh mendong ( bahan 

baku tikar) dengan produksi 30.325 kuintal 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



44 
 

Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan 

peternakan rakyat guna mendorong diversisikasi pakan dalam rangka 

mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur dan susu melelui 

kegiatan pemeliharaan ternak dan inseminasi buatan. Populasi ternak kecil 

pada tahun 2008 meliputi domba dengan populasi ± 68.955 ekor, kambing ± 

35.075 ekor, dan babi ± 4.519 ekor. Populasi ternak terbesar pada tahun 2008 

terdiri dari sapi potong ± 51.541 ekor, sapi perah ± 5.465 ekor, kerbau ± 3.387 

ekor, dan kuda ± 415 ekor. 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efesiensi, efektivitas PBB terhadap 

pendapatan daerah serta untuk mengetahui cara meningkatkan penerimaan 

Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah hasil 

analisis dan pembahasan mengenai kontribusi, efisiensi dan efektivitas per 

tahun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman untuk 

tahun 2005-2009. 

1. Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten Sleman 

Sebagai salah satu penerimaan daerah pajak bumi dan bangunan 

diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup untuk meningkatkan 

pendapatan daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah. 

Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan 

daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan 

PBB dengan pendapatan daerah pertahun anggaran dan ditentukan dengan 

rumus:  

 
             Realisasi penerimaan PBB 

Kontribusi penerimaan PBB = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100 % 
                      Pendapatan Daerah 
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Perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:  

a. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005 

     Rp.21.251.723.304,00 
 =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
       Rp.520.548.874.863,04 

 =  4,08 % 

b. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006 

    Rp.26.054.011.637,00 
 =   ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
     Rp.702.929.580.754,29 

 = 3,71 % 

c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007 

                             Rp.32.106.968.634,00 
 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
       Rp.825.004.186.092,00 

 = 3,89 % 

d. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 

  Rp. 45.251.474.848,00 
 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
    Rp. 946.476.028.092,43 

 =  4,78 % 

e. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 

                           Rp.46.255.143.171,00 
 =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   x 100%  
     RP.996.182.714.691,84 

=  4,64 %  
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Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap 

Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada setiap tahun anggaran dari 

tahun 2005 sampai tahun 2009 disajikan pada tabel 5.1 berikut:  

Tabel 5.1 

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2005 – 2009 

Tahun 
Realisasi penerimaan

PBB 
Pendapatan Daerah 

Kontribusi 

penerimaan 

PBB 

(%) 

2005 Rp.21.251.723.304,00 Rp.520.548.874.863,04 4,08 

2006 Rp.26.054.011.637,00 Rp.702.929.580.754,29 3,71 

2007 Rp.32.106.968.634,00 Rp.825.004.186.092,00 3,89 

2008 Rp.45.251.474.848,00 Rp.946.476.028.092,43 4,78 

2009 Rp.46.255.143.171,00 RP.996.182.714.691,84 4,64 

       Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah 

 
Pada tahun 2005, realisasi PBB yang diperoleh sebesar 

Rp.21.251.723.304 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada 

tahun yang sama sebesar Rp.520.548.874.863,04 sehingga diperoleh 

besarnya kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 4,08%.  Pada 

tahun 2006, walaupun penerimaan pajak juga meningkat namun kontribusi 

Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 0,37% dari 

4,08% menjadi 3,71% . penurunan ini disebabkan oleh kenaikan 
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penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diikuti pula dengan kenaikan 

pendapatan daerah yang cukup tinggi. Naiknya pendapatan daerah pada 

tahun ini disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari sektor lain 

sehingga dari perhitungan yang dilakukan kontribusi dari Pajak Bumi dan 

Bangunan menurun. Pada tahun 2007, kontribusi PBB meningkat sebesar 

0,18% dari 3,71% menjadi 3,89%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian berpengaruh 

terhadap kenaikan pendapatan daerah pada tahun tersebut, begitu juga 

yang terjadi pada tahun 2008 kontribusi PBB yang dihasilkan juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya. Penyebab 

dari kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan PBB 

sehingga berpengaruh terhadap naiknya pendapatan daerah dan kontribusi 

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun tersebut. Berbeda dari tahun 

sebelumnya, pada tahun 2009 meskipun penerimaan PBB mengalami 

peningkatan, namun kontribusi PBB mengalami penurunan  sebesar  

0,14% yaitu dari 4,78% menjadi 4,64%. Penurunan ini disebabkan oleh 

adanya peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi namun tidak 

sebanding dengan kenaikan penerimaan PBB yang tidak begitu besar. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi 

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang kecil terhadap 

pendapatan daerah kabupaten Sleman karena dilihat dari hasil 
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kontribusinya yang hanya berkisar dari 3,71%  sampai 4,78% dari total 

pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman. 

 
2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan. 

a. Analisis Efisiensi  

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari Pajak Bumi 

dan Bangunan yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan 

pajak bumi dam bangunan. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan membandingkan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi 

penerimaan PBB. Pemungutan dikatakan efisien bila rasio yang 

dicapai kurang dari 1 atau 100%, jadi semakin kecil rasio berarti 

kinerja Pemerintah daerah tersebut semakin baik.  Efisiensi PBB 

ditentukan dalam rumus sebagai berikut:  

 
        Biaya pemungutan PBB 

       Efisiensi pajak bumi dan bangunan :  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100% 
      Realisasi penerimaan PBB  

 
Perhitungan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:  

a. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005 

    Rp.1.023.111.066,13 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

     Rp.21.251.723.304,00 

=  4,81 % 
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b. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006 

       Rp.974.915.383,86 
  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
       Rp.26.054.011.637,00 

  =  3,74 % 

 

c. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007 

                             Rp.1.305.845.168,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

      Rp.32.106.968.634,00 

  =  4,07 % 

 

d. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 

        Rp.2.603.113.284,00 
  =  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
         Rp.45.251.474.848,00 

  =  5,75 % 

 

e. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 

                              Rp3.434.312.771,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

        Rp.46.255.143.171,00 

=  7,42 %  

 
 
Berdasarkan hasil penelitian, nilai efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditunjukan pada tabel 5.2 

berikut: 
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Tabel 5.2 

Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Sleman Tahun 2005-2009 

Tahun Biaya Pemungutan 

PBB 

Realisasi Penerimaan 

PBB 

Efisiensi

(%) 

2005 Rp.1.023.111.066,13 Rp.21.251.723.304,00 4,81 

2006 Rp.974.915.383,86 Rp.26.054.011.637,00 3,74 

2007 Rp.1.305.845.168,00 Rp.32.106.968.634,00 4,07 

2008 Rp.2.603.113.284,00 Rp.45.251.474.848,00 5,75 

2009 Rp3.434.312.771,00 Rp.46.255.143.171,00 7,42 

              Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah 

 
Tabel menunjukan bahwa:  

Pada tahun 2005, biaya pemungutan PBB yang digunakan 

sebesar Rp.1.023.111.066,13 dan hasil realisasi penerimaan PBB pada 

tahun tersebut sebesar Rp.21.251.723.304,00 sehingga diperoleh nilai 

efisiensi biaya pemungutannya pada tahun tersebut adalah sebesar 

4,81% dan pada tahun 2006 tingkat efisiensi pajak bumi dan bangunan 

mengalami peningkatan menjadi 3,74% ini disebabkan turunnya biaya 

pemungutan PBB diikuti dengan naiknya realisasi penerimaan PBB 

pada tahun yang bersangkutan. 

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 nilai efisiensi 

mengalami penurunan sebesar 4,07% ditahun 2007 5,75% ditahun 

2008 dan tahun 2009 sebesar 7,42% dari hasil penelitian yang 
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diperoleh dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten 

Sleman dalam menjalankan tugas pemungutan sudah cukup efisien, 

karena rasio yang diperoleh jauh dibawah 100% atau dibawah 1 yaitu 

antara 3,74%sampai dengan 7,42% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya 

sudah efisien. 

 
b. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil 

pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan potensi hasil Pajak Bumi dan 

Bangunan. Efektivitas ini akan menunjukan seberapa besar tingkat 

keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan, 

sehingga efektivitas hanya akan mengukur dari segi output atau 

keluaran yang dihasilkan. Efektivitas pemungutan PBB ditentukan 

dengan rumus berikut:  

 
                                                                              Realisasi penerimaan PBB 

Efektivitas pajak bumi dan bangunan : ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100% 
                            Target penerimaan PBB 

 
Perhitungan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:  

a. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005 

     Rp.21.251.723.304,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

        Rp.14.500.000.000,00 

  =  146,56 % 
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b. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006 

     Rp.26.054.011.637,00 
  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  
       Rp.13.500.000.000,00 

  =  192,99 % 

 

c. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007 

                             Rp.32.106.968.634,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

       Rp.22.570.000.000,00 

  =  142,26 % 

 

d. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008 

      Rp.45.251.474.848,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100%  

        Rp.35.638.632.221,00 

  =  126,97 % 

 

e. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 

           Rp.46.255.143.171,00 
= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   x 100%  

       Rp.46.933.498.577,00 

=  98,55  %  

 

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya nilai efektivitas PBB pada 

Pemda Kabupaten Sleman disajikan pada tabel 5.3 berikut:  
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Tabel 5.3 

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten 

Sleman  

Tahun 2005-2009 

Tahun 
Realisasi Penerimaan 

PBB 

Target  penerimaan 

PBB 

Efektivitas

(%) 

2005 Rp.21.251.723.304,00 Rp.14.500.000.000,00 146,56 

2006 Rp.26.054.011.637,00 Rp.13.500.000.000,00 192,99 

2007 Rp.32.106.968.634,00 Rp.22.570.000.000,00 142,26 

2008 Rp.45.251.474.848,00 Rp.35.638.632.221,00 126,97 

2009 Rp.46.255.143.171,00 Rp.46.933.498.577,00 98,55 
              Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah 

 
Pada tahun 2005, target penerimaan PBB yang diharapkan sebesar 

Rp.14.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB yang 

diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp.21.251.723.304,00 sehingga 

diperoleh nilai efektivitas pemungutan PBB adalah sebesar 146,56%. 

Tahun 2006, target penerimaan PBB yang diharapkan sebesar. 

Rp.13.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB yang 

diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp.26.054.011.637,00 sehingga 

diperoleh nilai efektivitas PBB naik menjadi 192,99%. Ini disebabkan 

naiknya realisasi penerimaan PBB pada tahun 2006 sedangkan target 

penerimaan PBB pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya. Tetapi pada tahun 2007 nilai efektivitas menurun menjadi 

sebesar 142,26% diikuti tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 
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126,97% dan 98,55%. Dari hasil penelitian yang diperoleh 

kemampuan pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam menjalankan 

tugas pemungutan PBB sudah efektif, ini dapat dilihat dari realisasi 

penerimaan PBB nya secara garis besar sudah mampu mencapai target 

dengan rasio efektivitas lebih dari 100%. Namun pada tahun 2009 nilai 

efektifitas PBB menurun sebesar 28,42% sehingga menjadi 98,55%. 

 
3. Upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Di Kabupaten Sleman penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang terus bertambah dari tahun ketahun. 

Bertambahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Sleman ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan Pemda 

Sleman dari tahun ke tahun dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan, upaya-upaya tersebut adalah:  

a.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat dalam memberikan 

bimbingan dan pembinaan serta pengetahuan dalam mengelola PBB.  

Dalam hal ini petugas pengelolaan PBB Kabupaten Sleman melakukan 

pelatihan profesionalisme pemungut pajak yang dilakukan setiap awal 

tahun sebelum SPPT diberikan dikabupaten, pelatihan ini dilakukan 

secara bergilir untuk tiap kecamatan dalam rentang waktu beberapa 

tahun.  
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b.  Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan penerimaan 

PBB dengan cara melakukan pengawasan mulai dari penyampaian 

SPPTN penagihan hingga penyetoran PBB ke kas yang telah ditunjuk.  

Dalam melakukan pengawasan Kabupaten Sleman berkoordinasi 

dengan tim intensifikasi dan petugas pemungut pajak wajib untuk 

menyetor hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan ke bank tempat 

pembayaran 2x24 jam untuk  wilayah kota dan 7x24 jam untuk 

wilayah desa. 

c.  Melakukan pemeliharaan basis data secara teratur untuk memperoleh 

data tanah dan bangunan yang lebih akurat.  

Saat ini Pemda Kabupaten Sleman dan pihak Pratama selalu 

melakukan pembaharuan basis data untuk subjek dan objek pajak 

secara teratur untuk setiap tahunnya, hal ini dilakukan karena tingginya 

perputaran jual beli tanah di Kabupaten Sleman dan untuk 

mempermudah hal tersebut Pemda Kabupaten Sleman membuat peta 

blok tanah dan bangunan untuk setiap perdukuhan, ini dilakukan agar 

dapat mempermudah dalam pembaharuan basis data untuk setiap 

tahunnya.  

d.  Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang kesadaran wajib 

pajak. 

Sosialisasi dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman setiap awal tahun 

anggaran dan dilakukan disetiap kecamatan dan desa dan ini dilakukan 

rutin pada setiap tahun. 
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e.  Melaksanakan pekan pembayaran pajak. 

Pelaksanaan pekan pembayaran pajak di Kabupaten Sleman dilakukan 

setiap bulan April, untuk Pajak Bumi dan Bangunan pekan 

pembayaran pajak sekarang dilakukan setiap pedukuhan. 

f.  Memfasilitasi proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan 

pajak terutang. Dalam proses pengajuan pengurangan, keberatan, 

pembetulan pajak terutang difasilitasi oleh pihak pedukuhan sebagai 

pemungut pajak kemudian setelah itu diadukan kepada pihak Pratama 

Sleman. 

g.  Memberikan sanksi administratif dan penagihan aktif terhadap wajib 

pajak.  

Sanksi yang diberikan yaitu sebesar 2% setelah jatuh tempo untuk tiap 

bulannya, namun itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena 

pihak Pemda Kabupaten Sleman lebih mengedepankan pembinaan dan 

pemantauan terhadap wajib pajak agar tidak terkena sanksi 

administratif.    
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan data, permasalahan dan hasil analisis, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan Daerah tahun 

2005-2009 berkisar antara 3,71% sampai dengan 4,78%. Pada setiap tahun 

kontribusi yang diberikan cenderung tidak stabil selalu terjadi naik turun 

untuk setiap tahunnya dan tingkat kontribusi yang diberikan  masih 

terbilang kecil sehingga hasil ini menunjukan bahwa pendapatan pajak dari 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dapat diandalkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah. 

2. a. Tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 

2005-2009 berkisar antara 3,74% sampai dengan 7,38%. Dari tingkat 

efisiensi yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa kinerja yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah baik dan efisien, ini dapat 

dilihat dari biaya pemungutan PBB dapat ditekan seminim mungkin 

dengan realisasi penerimaan PBB untuk setiap tahunnya karena tingkat 

efisiensi PBB memiliki rasio efisiensi kurang dari 100% atau dibawah 

1 (satu). 

b. Tingkat efektivitas  Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 

2005-2009 berkisar antara 98,55% sampai dengan 192,99%. Secara 
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keseluruhan menunjukan bahwa kinerja dari hasil pemungutan  telah 

efektif karena kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%, 

namun berbeda untuk tahun 2009 karena rasio yang dicapai sebesar 

98,55% yang artinya rasio yang dicapai kurang dari 1 atau 100%  

namun jika dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

kinerja dari hasil pemungutan telah cukup efektif. 

3. Dalam program untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya 

antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat, 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pajak, 

melakukan pemeliharaan basis dara secara teratur dan melakukan 

sosialisasi terhadap wajib pajak serta memfasilitasi proses pengajuan 

pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang. 

 
B. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitan yang dilakukan oleh penulis hanya terfokus pada penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan tanpa memperhatikan penerimaan daerah pada 

sektor yang lain. 

2. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap data yang diberikan 

secara dokumentasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sleman ditambah dengan wawancara terhadap 

aparat pemerintah setempat sehingga hasil ini signifikan hanya pada data-

data dan hasil wawancara dari dinas tersebut. 
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3. Penulis tidak dapat melihat kinerja Pemerintah secara langsung dalam 

memungut pajak karena terbatasnya waktu dan ijin penelitian. 

 

C. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya berusaha untuk terus 

mengembangkan dan meningkatkan penerimaan PBB secara profesional 

dengan memperhatikan faktor-faktor kenyamanan, keamanan dan 

kecepatan dalam proses pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Pada penelitian yang akan datang sebaiknya peneliti  melakukan pengujian 

dengan lebih dari satu pemerintahan daerah sebagai pembandingnya 

sehingga lebih dapat mengetahui seberapa besar peran Pajak Bumi dan 

Bangunan untuk setiap pemerintahan daerah dalam menunjang pendapatan 

daerah. 
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Pedoman Wawancara 

 
Kondisi dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman : 

Di Kabupaten Sleman penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat 

dikatakan sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang terus bertambah dari tahun ketahun. Bertambahnya penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari upaya-

upaya yang terus dilakukan Pemda Sleman dari tahun ke tahun dalam 

meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, upaya-upaya tersebut 

adalah:   

a.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat dalam memberikan 

bimbingan dan pembinaan serta pengetahuan dalam mengelola PBB.  

Dalam hal ini petugas pengelolaan PBB Kabupaten Sleman melakukan 

pelatihan profesionalisme pemungut pajak yang dilakukan setiap awal tahun 

sebelum SPPT diberikan dikabupaten, pelatihan ini dilakukan secara bergilir 

untuk tiap kecamatan dan selalu dilakukan pada setiap tahunnya. 

b.  Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan penerimaan PBB 

dengan cara melakukan pengawasan mulai dari penyampaian SPPTN 

penagihan hingga penyetoran PBB ke kas yang telah ditunjuk.  

Dalam melakukan pengawasan Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan tim 

intensifikasi dan petugas pemungut pajak wajib untuk menyetor hasil 

pembayaran pajak bumi dan bangunan ke bank tempat pembayaran 2x24 jam 

untuk  wilayah kota dan 7x24 jam untuk wilayah desa. 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



85 
 

c.  Melakukan pemeliharaan basis data secara teratur untuk memperoleh data 

tanah dan bangunan yang lebih akurat.  

Saat ini Pemda Kabupaten Sleman dan pihak Pratama selalu melakukan 

pembaharuan basis data untuk subjek dan objek pajak secara teratur untuk 

setiap tahunnya, hal ini dilakukan karena tingginya perputaran jual beli tanah 

di Kabupaten Sleman dan untuk mempermudah hal tersebut Pemda Kabupaten 

Sleman membuat peta blok tanah dan bangunan untuk setiap perdukuhan, ini 

dilakukan agar dapat mempermudah dalam pembaharuan basis data untuk 

setiap tahunnya.  

d.  Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak. 

 Sosialisasi dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman setiap awal tahun 

anggaran dan sekarang dilakukan disetiap kecamatan dilakukan secara rutin 

pada setiap tahunnya. 

e.  Melaksanakan pekan pembayaran pajak. 

 Pelaksanaan pekan pembayaran pajak di Kabupaten Sleman dilakukan setiap 

bulan April, untuk Pajak Bumi dan Bangunan pekan pembayaran pajak yang 

awalnya hanya disetiap kecamatan atau beberapa pedukuhan sekarang 

dilakukan setiap pedukuhan sesuai dengan permintaan dari pihak pedukuhan 

yang ingin menyelenggarakan pekan pembayaran tersebut. 

f.  Memfasilitasi proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak 

terutang. Dalam proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak 

terutang difasilitasi oleh pihak pedukuhan sebagai pemungut pajak kemudian 

setelah itu diadukan kepada pihak Pratama Sleman. 
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